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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah yang
merupakan salah satu organisasi yang ditunjuk, dipilih, dan dituntut untuk wajib
mengelola dan menyelenggarakan seluruh kegiatan kenegaraan. ASN sebagai
komponen bangsa dan Negara akan selalu hadir untuk melayani masyarakat sebagai
penerima layanan dan manfaat. Dalam menyelanggarakan tugas kenegaraan, seluruh
ASN harus selalu berpegang pada peraturan perudang-undangan yang berlaku. Salah
satunya ialah dengan menaati Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara. Pada Undang-Undang ini terpapar sangat jelas bahwa ASN memiliki
peran dan fungsinya yaitu sebagai Pelayan Publik, Pelaksana Kebijakan Publik, serta
menjadi Perekat dan Pemersatu Bangsa. Oleh karena itu Undang-undang No. 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah untuk wajib
memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) selama 1 tahun masa percobaan. Untuk melengkapai proses pembelajaran
dari pelatinan dasar ini, seorang CPNS diwajibkan untuk membuat rancangan
aktualisasi yang memuat mengenai permasalahan atau isu yang terjadi di unit kerja.

Dengan adanya tuntutan masyarakat yang begitu beragam, sehingga ASN perlu
memiliki jiwa melayani bukan untuk dilayani. Oleh karena itu perlu lah ditanamkan
nilai-nilai dasar ASN vyaitu BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam menyelenggarakan
pelayanan publik. Karena dengan nilai-nilai tersebut ASN dapat menjadi Aparatur yang
professional, berintegritas, transparan, taat terhadap peraturan yang ada, penuh
tanggung jawab, ramah, sopan dan santun dalam melayani, serta dapat menolak
berbagai tindakan koruptif.

Begitu pula halnya ASN pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, selalu dituntu tuntuk memberikan pelayanan yang optimal kepada
masyarakat melalui produk hukum berupa penjaminan hukum atas seluruh bidang tanah
atau dan seluruh ruang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh sebab

itu, untuk menjalankan tugas dan fungsi ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN



harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap
menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK.

Selain nilai-nilai yang terkandung dalam BerAKHLAK, Aparatur Sipil negara
juga harus melaksanakan perannya yaitu sebagai Pelayanan Publik,Pelaksana
Kebijakan Publik, Manajemen ASN, serta menjadi Smart ASN. Pelayanan Publik
artinya kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelengara pelayanan publik. Sedangkan Manajemen ASN ialah pengelolaan ASN
untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selanjutnya Smart ASN ialah ASN yang memiliki kemampuan untuk mengikuti dan
beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat,
dengan komptensi literasi digital yang mumpuni sehingga dapat mendukung
terlaksananya tugas dan fungsi pada jabatannya.

Kementerian ATR/BPN merupakan organisasi vertikal artinya Kantor Wilayah
ATR/BPN di Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Menteri
ATR/BPN. Selanjutnya Kantor Pertanahan ATR/BPN adalah kantor yang terletak di
Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri
ATR/BPN melalui Kepala Kantor Wilayah di Provinsi. Sehingga dalam setiap program
dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap kantor harus selalu berkoordinasi baik dari
kantor yang berada di atasnya ataupun yang berada di bawahnya.

Kementerian ATR/BPN memahami perkembangan TIK saat ini turut membawa
perubahan dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, sehingga hal
ini juga berkaitan dengan data pertanahan yang mengikuti era TIK. Kementerian
ATR/BPN memahami digitalisasi data pertanahan menjadi hal yang penting dan harus
segera dilaksanakan. Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan publik membutuhkan
suatu perubahan terhadap sistem manual yang selama ini dijalankan untuk menyimpan
dan mengelola dokumen pertanahan yang biasa disebut sebagai warkah pertanahan.
Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis
bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.
Warkah disimpan dan dipelihara keasliannya sebagai arsip hidup oleh Badan
Pertanahan Nasional. Transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital menjadi
tema besar dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2019 vyang
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diselenggarakan di Shangri-La, Jakarta pada Tanggal 6-8 Februari 2019. Menurut Djalil
(2019) dalam www.atrbpn.go.id, saat ini banyak negara sedang bergerak cepat menuju
transformasi era digital. Visi Kementerian ATR/BPN adalah terwujudnya Kementerian
ATR/BPN menjadi institusi pengelola Peranahan dan Tata Ruang yang berstandar
dunia. Untuk menuju visi tersebut menurut Djalil (2019) dalam www.atrbpn.go.id,
maka diterapkan 7(tujuh) pilar, yaitu: (1) Seluruh tanah di Indonesia harus didaftarkan;
(2) Memaksimalkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (3) Peningkatan Sumber
daya manusia menuju birokrasi berstandar dunia; (4) Kementerian ATR/BPN harus
menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang; (5) Mewujudkan Kantor Pertanahan
modern dengan memberikan produk pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik; (6)
Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 kali dengan layanan
informasi pertanahan sebagai basis penerimaan negara; (7) Memberlakukan stelsel
positif atau asuransi pertananahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat
sengketa pertanahan.

Dalam pelaksanaan layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai, memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat
dalam penggunaan aplikasi pertanahan yang diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN,
rendahnya komitmen para petugas untuk melaksakan penyiapan data digital, budaya
kerja yang berorientasi pada proyek, jumlah SDM yang terbatas, peralatan yang kurang
memadai, lemahnya jaringan internet pada Kantor Pertanahan, dan belum tersedianya
anggaran.

Sejalan dengan program pemerintah tentang manajemen ASN dan smart ASN
agar terciptanya good governance, dimana manajemen ASN meliputi nilai dasar ASN,
etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme sedangkan smart ASN meliputi literasi digital yang terdiri dari 4 pilar
yaitu, kecakapan digital (digital skill), budaya digital (digital culture), etika digital
(digital ethics), dan keamanan digital (digital safety). Artinya ASN harus mampu
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima lewat literasi digital dan
mampu beradaptasi dengan setiap perubahan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun rancangan aktualisasi pada
unit kerja yaitu “Percepatan Proses Digitalisasi Data Untuk Mendukung Layanan

Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai’.



B. Tujuan Organisasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menetapkan
Visi dan Misi selama lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
presiden yang tertuang dalam RPJMN. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-
2024 adalah Terwujudnya penataan ruang yang terpercaya dan Berstandar dunia
dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju dan
berdaulat, mandiri dan berkerpribadian berlandaskan Gotong Royong.

Untuk mencapai visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, kemampuan lembanga dalam melaksanakan pelayanan publik bidang
pertanahan dan ruang difokuskan melalui dua misi yaitu:

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang

Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Ruang yang Berstandar
Dunia.

C. Tugas dan Fungsi Instansi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam
melaksanakan tugasnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang,
survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak fan pendaftaran,
penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan,
pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa
dan konflik pertanahan;

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tangung jawab

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;



d. Pengawasan atas pelaksanaan tuga di lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan
Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di
daerah;

f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.

D. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan
Pertanahan Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam
melaksanakan tugasnya Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan rencana, program,angggaran dan pelaporan;

S

Pelaksanaan survey dan pemetaan;

Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;

o o

Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
Pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;

Pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;

> @ oo

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan;

Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi Kantor Pertanahan.
E. Tugas dan Fungsi Jabatan
Analis Hukum Pertanahan
Menelaah dan menganalisis bahan pengaturan dan penetapan hak tanah dan
ruang, pengaturan dan pendaftaran hak tanah, ruang dan PPAT, Pengadaan tanah serta
sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan tata ruang. Dengan uraian tugas sebagai
berikut:
1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-surat
yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

berdasarkan disposisi pimpinan;
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2. Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang
berlaku;
3. Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain
yang menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah;
4. Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada
pimpinan untuk ditindaklanjuti;
5. Membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran
tanah;
6. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah;
7. Menyiapkan bahan peninjauan lapangan (survei Lokasi);
8. Menyusun dan menganalisis pembatalan sertifikat;
9. Membuat resume permasalahan secara sistimatis dan terukur;
10. Membuat risalah pengolahan data masalah pertanahan;
11. Mempersiapkan konsep usulan pembatalan hak atas tanah;
12. Mengumpulkan data pendukung fisik, administrasi dan yuridis sebagai
bahan pendukung hasil analisis;
F. Struktur Organisasi
a. Deskripsi Wilayah/Gambaran Umum Instansi
Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai adalah instansi pada tingkat
kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional yang
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014- 2019 menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, Perpres Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria
dan Tata Ruang, dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai terletak di jalan
Ahmad Yani No.2A Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten yang berada
di pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu kota kabupaten Manggarai
yakni kecamatan Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km?, dengan jumlah
penduduk pada tahun 2021 sebanyak 325.530 jiwa. Mempunyai luas wilayah
sebesar 2.096,44 km? yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan pulau kecil yaitu

Pulau Molas. Secara astronomis, Kabupaten Manggarai terletak di antara
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08°14'27,32" hingga 08°54'57,17" Lintang Selatan dan 120°13'41,34" hingga
120°32'47,22" Bujur Timur. terdiri dari 12 Kecamatan, 26 Kelurahan, dan 145
Desa.

KEMENTERIAN ATR/BPN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMANGGARAI

PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR
Jatan A YANI no, 2a Ruteng

Gambar Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai

b. Sumber Daya
Saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai memiliki sumber daya manusia
sebanyak 16 orang Pegawai Negeri Sipil yang aktif.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MANGGARAI

KAROLUS GEPA, SST

YUDHAATAFAT, S.5T. IERM 0 » S.H. I
'KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KEDONPJ(JABATAN KELOMPOH JABATAN
1 oy

Gambar Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai



c. Visi dan Misi
1. Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai
Menjadi lembaga yang unggul di bidang pengelolan pertanahan yang
berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga seluruh
bidang tanah di Kabupaten Manggarai Bersertipikat.
2. Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai
a. Melaksanakan setiap kebijakan sesuai peraturan hukum di bidang
pertanahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia;
b. Mempercepat penguatan hak rakyat atas tanah secara berkelanjutan dan
menjamin kepastian hukum;
c. Meningkatkan pelaksanaan pengaturan dan Pengendalian Penguasaan
kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) sesuai Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai;
d. Terselesainya sengketa, konflik dan perkara melalui mediasi maupun proses
peradilan yang bersifat win-win solution;
e. Melaksanakan sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional;
f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pertanahan yang
professional,
g. Meningkatkan partsipasi dan pemberdayaan di bidang pertanahan dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.
G. Program dan Kegiatan saat ini
Visi dan misi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten merupakan
turunan dari visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional yang dilaksanakan pada lingkup Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Adapun program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Manggarai, diantaranya ialah Percepatan Legalisasi Aset Secara
Sistematis, Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Mendukung Program Strategis
Pembangunan, dan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Berkaitan dengan Rencana Strategis Percepatan Legalisasi Aset Secara Sistematis,
maka program yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN adalah Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang disingkat PTSL. PTSL adalah proses
pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi

semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa
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atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini,
pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki
masyarakat.
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RANCANGAN AKTUALISASI

IDENTIFIKASI ISU
Isu merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi,

yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap

organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Dalam penulisan tugas ini, isu yang

dimaksud terjadi di unit kerja Penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai.

Setelah Penulis bekerja selama 3 (tiga) bulan sejak pertama kali masuk pada 16

Mei 2022 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pertanahan

Kabupaten Manggarai, akhirnya Penulis dapat mengidentifikasi isu apa saja yang

terjadi di bidang Pertanahan, yang apabila tidak diselesaikan maka akan menimbulkan

dampak negatif dalam pelayanan pertanahan. Ada sedikitnya tiga permasalahan yang

ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai:

1. Belum maksimalnya Layanan Elektonik (digital) di Kantor Pertanahan

Kabupaten Manggarai.

Berdasakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Layanan

Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik adalah proses memberikan

informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data

yuridis sertipikat Hak atas Tanah serta informasi lainnya di pangkalan data. Jenis

Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik terdiri atas:

o &

- ® o o

Pengecekan Sertifikat Hak atas Tanah;

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;

Informasi data tekstual dan/atau spasial,

Informasi zona nilai tanah;

Informasi titik koordinat;

Informasi  paket data global navigation  sattellite
(GNSS)/continuously operating reference system (CORS);
Informasi peta pertanahan;

Informasi tata ruang; dan

Layanan informasi lainnya yang akan ditetapkan kemudian.
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Salah satu tugas dan fungsi Kantor Pertanahan yang sangat erat kaitannya
dengan pelaksanaan layanan elektronik adalah “pelaksanaan penetapan hak
tanah, pendaftaran tanah dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan”.
Hal ini dikarenakan pelayanan elektronik mensyaratkan adanya kualitas data
digital yang valid.

Kondisi kualitas data digital saat ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai, berdasarkan data per tanggal 20 Agustus 2022 dapat dilihat pada

gambar berikut ini:

11



Gambar selanjutnya ada satu desa yang belum tervalidasi buku tanah di aplikasi kkp?2
L 8 uprinio Siaban ~

PENCARIAN

Homor Hak Nama Wil

=]
<
B :
-

=]
3
L]

)
B 2 s
n 1=

BE

& @

B

& 58 8 8 8 P 8 8 8B B 8 8 8 9 @B 8 B B 8 8@ &8 B 8@ 8 8 & 8
R BB R DO RBRLYLOLROODLLLD®LLODLRERLLEREDLLGB R

Data di atas menunjukkan bahwa penyiapan data digital pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai untuk mendukung pelayanan elektronik masih menjadi area
bermasalah karena capaian persentasenya masih sangat rendah. Kondisi ini
berdampak pelayanan elektronik belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam pelaksaan layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai, memiliki  beberapa hambatan seperti kurangnya pengetahuan
masyarakat dalam penggunaan aplikasi pertanahan yang diluncurkan oleh

Kementerian ATR/BPN, rendahnya komitmen para petugas untuk melaksakan
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penyiapan data digital, budaya kerja yang berorientasi pada proyek, jumlah SDM
yang terbatas, peralatan yang kurang memadai, lemahnya jaringan internet pada
Kantor Pertanahan, dan belum tersedianya anggaran.

Sejalan dengan program pemerintah tentang manajemen ASN dan smart ASN
agar terciptanya good governance, dimana manajemen ASN meliputi nilai dasar
ASN, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme sedangkan smart ASN meliputi literasi digital yang terdiri dari 4
pilar yaitu, kecakapan digital (digital skill), budaya digital (digital culture), etika
digital (digital ethics), dan keamanan digital (digital safety). Artinya ASN harus
mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima lewat literasi
digital dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan.

Isu ini terkait dengan belum diterapkannya Undang-Undang No 5 tahun 2004
tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal (2) huruf a, d, dan g, yaitu Asas
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN harus memenuhi asas kepastian
hukum, asas keterpaduan dan asas akuntabilitas. Juga tidak diterapkannya core
value ASN yakni Akuntabel. Sementara terkait SMART ASN yakni belum
terlaksananya implementasi digital culture dimana pegawai tidak secara konsisten
melakukan pengarsipan buku tanah.

. Belum Optimalnya Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara
Sporadik.

Kondisi kehidupan masyarakat terus berkembang sesuai dengan dinamika
pembangunan dan tuntutan zaman. Akibatnya, aktifitas kehidupan masyarakat yang
berhubungan dengan tanah semakin hari semakin bertambah dan bahkan semakin
kompleks. Bila kompleksitas itu tidak diikuti dengan upaya penertiban maka kelak
masyarakat akan membebani dirinya dengan permasalahan pertanahan yang
semakin rumit.

Kondisi masyarakat juga hingga saat ini masih sangat tergantung pada kegiatan-
kegiatan dan usaha-usaha yang sebagian besar bersifat agraris sehingga tanah
merupakan tumpuan harapan bagi masyarakat agar dapat melangsungkan asas dan
tata kehidupan.

Salah satu upaya untuk menjaga agar permasalahan tersebut tidak semakin
menjadi beban bagi kehidupan masyarakat oleh Negara dilakukan pendaftaran
tanah untuk pertama kali. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam Pasal 1 angka
9 PP No. 24 Tahun 1997 adalah:
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“Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah
yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.”

Adapun dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah Pasal
19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria
(selanjutnya disebut UUPA). Sebagai pelaksanaan dari UUPA dalam hal ketentuan
pendaftaran tanah adalah melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 10 Tahun 1961) yang kemudian
diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) yang ditetapkan pada tanggal 8
Juli 1997 dan mulai diberlakukan pada tanggal 8 Oktober 1997. Pengaturan lebih
rinci dan lengkap tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 diatur
dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997).

Sebenarnya peraturan pelaksanaan dari PP No. 10 Tahun 1961 tidak
sepenuhnya digantikan dengan PP No. 24 Tahun 1997. Terbukti pada Pasal 64 PP
No. 24 Tahun 1997 mengenai ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa:

a. Dengan Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-
undangan. sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.

b. Hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam
kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tetap sah sebagai hasil
pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah ini.

Sementara itu tujuan dari reformasi agraria yang hendak dicapai oleh UUPA
dapat dilihat di dalam konsideran UUPA yang merumuskan tujuannya yakni: (1).
Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan
merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi
negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur;

(2). Meletakkan dasar-dasar untuk megadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum
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pertanahan; (3). Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran tanah
untuk pertama kali kemudian pemeliharaan data pendaftaran tanah. pendaftaran
tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis pendaftaran yaitu
pendaftaran tanah sistematik dan pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah
sistematik dilakukan secara serentak dengan prakarsa Pemerintah, dalam hal ini
Kementerian ATR/BPN, untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertifikat
berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta
dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN
sedangkan pendaftaran tanah sporadik dilakukan atas prakarsa pemilik bidang tanah
yang belum terdaftar.

Kurang memahami pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
menerbitkan sertifikat tanah menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat.
Sampai saat ini tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia sebagian besar
belum bersertifikat atau belum didaftarkan. Berbagai alasan masyarakat tidak
mendaftarkan tanahnya antara lain biaya pendaftaran tanah yang terlalu mahal,
tidak mengetahui tujuan pendaftaran tanahnya, masyarakat mengetahui tujuan
pendaftaran tanah tetapi karena sangat berbelit-belit pengurusannya di Kantor
Pertanahan, masyarakat tidak mau mendaftarkan tanahnya.

Kurang tertibnya laporan bulanan pembuatan Akta oleh PPAT

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku bahwa PPAT dikualifikasikan sebagai
pejabat umum dan diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu
dibidang peralihan dan pembebanan hak tanah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1
Ketentuan Umum dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah bahwa:
PPAT adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk membuat akta perpindahan
hak atas tanah yang merupakan bagian dari pendaftaran tanah. Pasal 1 Ketentuan
Umum dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah menyebutkan bahwa ‘“Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana disebut
PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta
tertentu”. Selain ketentuan tersebut pengertian PPAT serta peran dari PPAT juga
tergambar dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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Selain ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan, sebagaimana
diatur dalam ketentuan ini diuraikan secara rinci dalam pasal 2 sampai dengan pasal
6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah dan tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan didalam
Pertauran Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pertauran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, dijelaskan juga tugas pokok dan kewenangan PPAT yakni melaksanakan
sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah dengan tugas pembuatan akta otentik
sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar dari pendaftaran
perubahan data pendafataran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu di
daerah kerjanya yang ditentukan oleh pemerintah yaitu kabupaten atau kota satu
wilayah dengan wilayah kerja kantor pertanahan. Catatan untuk PPAT Sementara
(camat) adalah wilayah jabatan camat saat menjabat. Ada 8 (delapan) jenis Akta
PPAT yang menjadi alat bukti dan dasar perubahan data pada pendaftaran tanah
yakni :

Akta Jual Beli;

Akta tukar menukar;

Akta Hibah;

Akta pemasukan ke dalam perusahaan;
Akta pembagian bersama;

Akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;

N o g s~ e e

Akta pemberian hak tanggungan;
8. Akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan;

PPAT sebagai pejabat umum selain memiliki kewenangan untuk membuat akta-
akta otentik tetapi juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan bulanan
pembuatan akta yang dibuat oleh PPAT ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Kantorr
Pertanahan, dan Kepala Kantor Wilayah BPN. Laporan bulanan tersebut dikirimkan
paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. PPAT yang tidak menyampaikan
laporan bulanan dapat dikenakan sanksi yang berupa denda sampai diberhentikan

dengan hormat dari jabatannya.
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Pelaporan pembuatan akta oleh PPAT di wilayah kerja Kabupaten Manggarai pada
setiap bulannya masih ditemukan belum tertib. Belum tertibnya pelaporan ini
terkait waktu pelaporan, pengisian laporan dan format laporannya.

B. PEMILIHAN ISU
Dalam menentukan isu prioritas dari ketiga isu yang terjadi pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Manggarai, Penulis menggunakan teknik tapisan isu dengan
metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). Urgency ialah seberapa mendesak
suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness ialah seberapa serius
suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth ialah
seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.
Skala yang digunakan sebagai ukuran dalam metode USG ini adalah 1 — 5 yang akan
dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Deskripsi Kriteria Urgency
Nilai Indikator Deskripsi Indikator

5 Sangat Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam waktu 3 bulan

4 Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam waktu 6 bulan

3 Cukup Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam waktu 1 tahun

2 Kurang Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam waktu 1 — 2 tahun

1 Tidak Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam waktu > 2 tahun

Tabel 2. Deskripsi Kriteria Seriousness
Nilai Indikator Deskripsi Indikator
5 Sangat Serius Dampak berpengaruh pada Kementerian ATR/BPN
4 Serius Dampak berpengaruh pada Kantor Wilayah
Kementerian ATR/BPN
3 Cukup Serius Dampak berpengaruh pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai
2 Kurang Serius Dampak berpengaruh pada Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran
1 Tidak Serius Dampak berpengaruh pada Individu Pegawai
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Tabel 3. Deskripsi Kriteria Growth

Nilai Indikator Deskripsi Indikator
5 Sangat Cepat Memburuk Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan
4 Cepat Memburuk Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan
3 Cukup Cepat Memburuk Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun
2 Kurang Cepat Memburuk Memburuk dalam kurun waktu 1 — 2 tahun
1 Tidak Cepat Memburuk Memburuk dalam kurun waktu > 2 tahun

Isu Prioritas dipilih dari Diskusi antara Penulis dan Mentor, dalam hal ini adalah
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai. Pemilihan isu prioritas dilaksanakan dengan menjelaskan terlebih dahulu
kepada mentor terkait 3 (tiga) isu yang telah dideskripsikan sebelumnya, kemudian
feedback dari Mentor, sehingga didapatkan satu isu yang menjadi prioritas Penulis yaitu
Belum maksimalnya Layanan Elektonik (digital) di Kantor Pertanahan

Kabupaten Manggarai.

No Isu/Masalah Urgency | Seriousness | Growth | Total

1 | Belum maksimalnya Layanan 5 5 4 14
Elektonik (digital) di Kantor

Pertanahan Kabupaten Manggarai

2 | Belum Optimalnya Pelayanan 4 5 4 13
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara
Sporadik.

3 | Kurang tertibnya laporan bulanan 4 3 4 11

pembuatan Akta oleh PPAT

C. ANALISIS ISU
Dari 3 (tiga) isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya
dilakukan analisis secara mendalam terhadap isu yang telah memenuhi kriteria USG

dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berprikir kritis, adapun alat bantu yang
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dipilih oleh Penulis ialah dengan menggunakan system berpikir Fishbone. Pendekatan
fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini menekankan pada hubungan sebab
akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai Cause-and-Effect Diagram atau
Ishikawa Diagram, yang diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli
pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari tujuh alat kualitas dasar (7 basic

quality tools). Berikut analisis isu prioritas dengan menggunakan alat bantu Fishbone:

method material machine
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Melalui diagram fishbone diatas, dapat diketahui penyebab/ akar masalah dari isu yang

terpilih, yaitu:

Man 1. Rendahnya komitmen pelaksana untuk menyiapkan data digital;
2. Budaya kerja yang berorientasi pada proyek;
3. Terbatasnya jumlah SDM yang mumpuni.

Money Belum telaksananya anggaran dalam DIPA khususnya penyiapan data digital

Machine 1. Kurangnya sarana berupa computer kantor.
2. Terbatasnya alat scanner.

Material 1. Tidak ditemukannya Buku Tanah dan Surat Ukur
2. Hilangnya peta pendaftraan
Method Lemahnya jaringan internet
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D. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Dengan merujuk pada akar-akar penyebab diatas, maka gagasan kreatif yang
akan dilakukan untuk menyelesaikan Core Isu tersebut di atas adalah “Percepatan
proses digitalisasi data untuk mendukung layanan elektronik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Manggarai”. Gagasan tersebut terkait dengan mata pelatihan
Manajemen ASN dimana Manajemen ASN merupakam pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi,
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Manajemen ASN menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga
diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul dan
selaras dengan perkembangan jaman untuk menunjang digitalisasi data dalam rangka
mendukung layanan elektoronik yang merupakan salah satu program Kementerian
ATR/BPN. Bila dkaitkan dengan mata pelatihan Smart ASN yang didalamnya
membahas tentang Literasi Digital berupa etika bermedia digital, budaya bermedia
digital, aman bermedia digital, dan cakap bermedia digital serta bagaimana
implementasinya dalam kehidupan keseharian seorang ASN. Dari mata pelatihan ini,
ASN diharapkan cakap untuk bermedia digital yang merupakan bagian dari
transformasi digital dari layanan manual/konvensional ke layanan elektronik yang
dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN agar bisa memberikan pelayanan yang
prima, cepat dan praktis untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dari proses dilakukannya analisis secara mendalam terhadap isu prioritas
dengan menggunakan metode fishbone, dapat kita ketahui 5 (lima) kategori yang
menjadi akar masalah dari isu prioritas tersebut. Oleh sebab itu diperlukan adanya
gagasan pemecah isu untuk mengatasi dan menyelesaikan isu tersebut, yaitu sebagai
berikut:

1. Melakukan pengadaan/penambahan alat scan dan perangkat komputer untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas digitalisasi data buku tanah dalam aplikasi
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kementerian ATR/BPN;

2. Sosialisasi tentang pentingnya kualitas data digital untuk mendukung kinerja
Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik;

3. Melakukan pengecekan ulang terkait kesesuaian antara data fisik buku tanah
dengan data aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kementerian

ATR/BPN dalam hal untuk desa bangka jong kecamatan wae ri’i.
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Dari ketiga gagasan pemecahan isu diatas, selanjutnya akan dilakukan analisis
untuk menentukan satu gagasan pemecah isu yang paling tepat dengan menggunakan
metode McNamara, agar gagasan yang diperoleh bersifat efektif, efisien, dan biaya
ringan serta berkontribusi besar terhadap penyelesaian isu. Adapun dalam pemilihan
gagasan pemecahan isu, dilakukan diskusi antara Penulis dan Mentor pada unit kerja.
Penilaian terhadap gagasan pemecahan isu menggunakan skala penilaian dari 1 s.d 5

dimana gagasan yang memiliki nilai paling tinggi ialah gagasan yang terpilih.

No

Gagasan Efektifitas | Efisiensi | Biaya | Total

Melakukan pengadaan/penambahan alat 4 4 3 11
scan dan perangkat komputer untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas
digitalisasi data buku tanah dalam aplikasi
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)
Kementerian ATR/BPN

Melakukan sosialisasi tentang pentingnya 4 3 3 10
kualitas data digital untuk mendukung
kinerja Layanan Informasi Pertanahan
secara Elektronik kepada pegawai

Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;

Melakukan pengecekan ulang terkait 5 4 4 13
kesesuaian antara data fisik (buku
tanah) dengan data aplikasi
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
(KKP) Kementerian ATR/BPN dalam

hal untuk desa bangka jong kecamatan

wae ri’i.

Gagasan yang dipilih untuk menyelesaikan isu prioritas “Percepatan proses
digitalisasi data untuk mendukung layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai”, terpilih satu gagasan yaitu dengan “Melakukan pengecekan ulang terkait
kesesuaian antara data fisik (buku tanah) dengan data aplikasi Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan (KKP) Kementerian ATR/BPN dalam hal untuk Desa Bangka Jong

Kecamatan Wae Ri’i.” Dilihat dari segi efektifitas, pengarsipan dengan menggunakan
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aplikasi KKP akan meningkatkan kuantitas dan kualitas digitalisasi buku tanah
sehingga meningkatkan kinerja instansi dalam hal layanan informasi pertanahan
elektronik. Dari segi efisiensi, pengarsipan dengan menggunakan aplikasi KKP lebih
mudah karena hasil digitalisasi buku tanah akan terintegrasi secara nasional sehingga
dapat di akses kapan saja dan dimana saja. Kemudian dari segi biaya, dengan
menggunakan aplikasi KKP memerlukan biaya paling sedikit karena aplikasi KKP
telah disediakan oleh Kementerian ATR/BPN, dan dalam pelaksanaannya dapat
menggunakan sumber daya yang ada pada unit kerja.

Gagasan yang Penulis ambil sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 5
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 2 huruf (a), (d), dan (h), dimana
Penyelenggaraan Kebijakan Manajemen ASN harus memenubhi:

a. Asas Kepastian Hukum (Pasal 2 huruf a), dimana dengan digitalisasi buku
tanah menggunakan aplikasi KKP akan memberikan kekuatan hukum
terkait kesesuaian antara data fisik dengan data digital;

b. Asas Keterpaduan (Pasal 2 huruf d), dimana dengan digitalisasi buku tanah
menggunakan aplikasi KKP akan tercipta digitalisasi yang terintegrasi
secara nasional;

c. Asas Efektif dan Efisien (Pasal 2 huruf h), dimana dengan digitalisasi buku
tanah menggunakan aplikasi KKP akan memudahkan unit kerja pada
kegiatan layanan informasi pertanahan secara elektronik sehingga pekerjaan

akan terselenggara sesuai dengan target dan tepat waktu.

Melakukan pengecekan ulang terkait kesesuaian antara data fisik (buku tanah)
dengan data aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kementerian
ATR/BPN dalam hal untuk desa bangka jong kecamatan wae ri’i.mencerminkan
penerapan SMART ASN yaitu Digital skill, Digital culture, Digital ethic, dan Digital
Safety. Digital skill dimana Pegawai akan mengetahui penggunaan teknologi informasi,
dari mulai mengolah, menghimpu, hingga pengarsipan data. Digital culture, dimana
Pegawai akan membiasakan diri untuk menggunakan teknologi informasi. Digital ethic,
dimana Pegawai akan menggunakan mengelola warkah digital sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang berlaku. Digital safety, dimana keamanan warkah akan
terjaga karena pada aplikasi KKP diberlakukan sistem keamaan seperti passphrase/kata

sandi.
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E. CASCADING GAGASAN DALAM BENTUK KEGIATAN
Melakukan pengecekan ulang terkait kesesuaian antara data fisik (buku tanah)
dengan data aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kementerian
ATR/BPN dalam hal untuk Desa Bangka Jong Kecamatan Wae Ri’i. Dapat
dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun kegiatan dan tahapan yang akan
dilakukan agar isu dapat diselesaikan dengan baik. Adapun kegiatan dan tahapan yang
akan dilakukan oleh Penulis ialah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan Buku Tanah Desa Bangka Jong, dengan tahapan sebagai berikut:
1.1.Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait rencana pengumpulan Buku
Tanah yang belum tervalidasi dan terdigitalisasi;
1.2.Meminta izin akses dokumen buku tanah kepada Kepala Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran;
1.3.Melakukan pendataan buku tanah yang belum dilakukan digitalisasi dan
tervalidasi di KKP;
1.4.Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor/Atasan.
2. Melakukan inventarisasi dan validasi buku tanah, dengan tahapan sebagai berikut:
2.1.Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait inventarisasi dan validasi buku
tanah;
2.2.Menyiapkan buku tanah yang diperlukan;
2.3.Mencocokan data fisik dengan data digital; dan
2.4.Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor/Atasan.
3. Melakukan Scan dan upload buku tanah pada aplikasi KKP, denga tahapan sebagai
berikut;
3.1. Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait rencana Scan dan upload
buku tanah pada aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan(KKP);
3.2.Melakukan Scan buku tanah;
3.3.Melakukan validasi buku; dan
3.4.Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor/Atasan.
4. Evaluasi Kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut:
4.1.Membuat rekapan hasil digitalisasi dan validasi buku tanah;
4.2 .Menganalisis kesesuaian data rekapan dengan data di aplikasi KKP; dan

4.3.Melapokan hasil kegiatan kepada Mentor/Atasan.
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RANCANGAN AKTUALISASI
Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya

Smart Governance

Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai

Identifikasi Isu 1. Belum maksimalnya Layanan Elektonik (digital) di
Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;

2. Belum Optimalnya Pelayanan Pendaftaran Tanah
Pertama Kali Secara Sporadik;

3. Kurang tertibnya laporan bulanan pembuatan Akta oleh
PPAT

Isu yang diangkat Belum maksimalnya Layanan Elektonik (digital) di Kantor

Pertanahan Kabupaten Manggarai;

Gagasan Pemecahan Isu | Melakukan pengecekan ulang terkait kesesuaian antara data
fisik (buku tanah) dengan data aplikasi Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan (KKP) Kementerian ATR/BPN dalam hal untuk

Desa Bangka Jong Kecamatan Wae Ri’i.
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akses dokumen
buku tanah
kepada Kepala
Seksi
Penetapan Hak
dan

Pendaftaran;

1.3. Melakukan
pendataan buku
tanah yang
belum
dilakukan
digitalisasi dan
tervalidasi di
KKP

atasan dalam
hal
perencanaan
pengumpulan
Buku Tanah
yang belum
tervalidasi
dan
terdigitalisasi
Akuntabel:
Penulis akan
bertanggungj
awab
menjaga

kerahasiaan

menyelenggara
kan penataan
ruang dan
pengelolaaan
pertanahan
yang produlktif,
berkelanjutan
dan

berkeadilan

No Kegiatan Tahapan Kegiatan | Output/Hasi | Keterkaitan Kontribusi Penguatan Nilai
I Substansi terhadap Visi- Organisasi
Mata Misi
Pelatihan Organisasi
1 Mengumpulkan | 1.1. Melakukan Laporan Harmonis: terwujudnya Profesional:
Buku Tanah konsultasi telaah E,e (rjl;(:]munika penataan ruang | Bekerja sama
Desa Bangka dengan Mentor | buku tanah | berkonsultasi | dan dengan mentor
Jong terkait rencana | Desa trfer?\?cr)nrflatasan pengelolaan guna
pengumpulan Bangka menggunakan | pertanahan menuntaskan
Buku Tanah Jong 322382antun yang tugas dengan
yang belum dan sikap terpercaya dan | cermat serta
tervalidasi dan yang berstandar mengembangka
terdigitalisasi profesional dunia, n diri untuk
Kolaboratif: serta misi peningkatan
Penulis akan organisasi kompetensi dan
1.2. Meminta izin bekerjasama yaitu pendidikan
dengan
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hak akses
atas dokumen

1.4. Melaporkan buku tanah
hasil kegiatan Adaptif:
kepada Penulis akan
Mentor/Atasan. menggunakan
sistem
informasi
(aplikasi
KKP) untuk
mendata
Buku Tanah
yang belum
dilakukan
digitalisasi
dan validasi
Melakukan 2.1. Melakukan Buku Tanah | Kompeten: Kegiatan Profesional:
inventarisasi konsultasi dengan | yang akan Kemampuan | inventarisasi Bekerja cerdas
dan validasi Mentor terkait di Scan untuk dan dan tuntas
buku tanah inventarisasi dan menginventri | pengarsipan dalam setiap
validasi buku tanah sasi data warkah selaras | tugas dan
buku tanah dengan visi tanggung jawab.
organisasi Terpercaya:
2.2. Menyiapkan Berorientasi | yaitu Patuh
buku tanah yang Pelayanan: terwujudnya dan taat kepada
diperlukan Mencocokka | penataan ruang | peraturan yang
n data di |dan telah ditetapkan
KKP dengan | pengelolaan
2.3. Mencocokan buku tanah pertanahan
data fisik dengan merupakan yang
data digital bentuk dari | terpercaya dan
pelayanan
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untuk berstandar
2.4. Melaporkan memenuhi dunia,
hasil kegiatan kebutuhan serta misi
kepada Loyal: organisasi
Mentor/Atasan Penulis akan | yaitu
menjaga menyelenggara
Buku tanah kan
Dengan tidak | penataan ruang
membocorka | dan
n pengelolaan
data kepada | pertanahan
siapapun yang
dan lewat produktif,
media berkelanjutan
apapun yang | dan
bertentangan | berkeadilan
dengan
peraturan
perundangun
dangan
Melakukan Scan | 3.1. Melakukan Laporan Kolaboratif: | Dengan kegiatan
dan upload buku | konsultasi dengan | digitalisasi | Penulis akan | tervalidasinya | Scan dan
tanah pada Mentor terkait Buku Tanah | bekerjasama | buku tanah upload buku
aplikasi KKP rencana Scan dan | pertanahan | dengan berarti tanah,
upload buku tanah | Kantor atasan dalam | Menyelenggara | selaras dengan
pada aplikasi Pertanahan | hal kan pelayanan | nilai organisasi
komputerisasi Kabupaten | perencanaan | pertanahan dan | yaitu Melayani,
kegiatan Manggarai | pemindaian penata ruang | dimana scan
pertanahan(KKP) dan upload yang dan upload
buku tanah berstandar buku tanah guna
pada aplikasi | dunia meningkatkan
KKP kualitas data
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3.2. Melakukan
Scan buku tanah

3.3. Melakukan

validasi buku

Berorientasi
Pelayanan:
Penulis akan
memindai
Buku tanah
agar tercipta
kualitas

data
pertanahan
demi
memberikan
pelayanan
prima kepada
masyarakat
Adaptif:
Penulis akan
menggunakan
teknologi
informasi
(alat scan,
handphone
dan
perangkat
computer)
untuk
melakukan
pemindaian

buku tanah

Adaptif:

Penulis akan

pertanahan
untuk
memberikan
pelayanan prima
kepada
masyarakat
Profesional,
dimana kegiatan
dilaksanakan
sesuai dengan
kewenangan dan
tugas yang telah
diberikan dan
dilaksanakan
dengan sebaik
mungkin.
Terpercaya,
dimana dengan
dilakukannya
digitalisasi dan
validasi buku
tanah

berarti kualitas
data pertanahan
meningkat dan
terintegras
nasional
sehingga

dapat dipercaya
sebagai
organisasi
pelayanan

pertanahan.
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3.4. Melaporkan
hasil kegiatan
kepada
Mentor/Atasan

menggunakan
dan
memanfaatka
n fasilitas
aplikasi KKP
untuk
digitalisasi
buku tanah

Harmonis:
Penulis akan
melaporkan
hasil kegiatan
kepada
mentor/atasan
menggunakan
Bahasa yang
santun dan
sikap yang

profesional

Evaluasi

Kegiatan

4.1. Membuat
rekapan hasil

digitalisasi dan

validasi buku tanah

4.2. Menganalisis

kesesuaian data
rekapan dengan
data di aplikasi
KKP

kuntabel:
Penulis akan
merekap
hasil
digitalisasi
dan

validasi buku
tanah secara
bertanggungj
awab dan

professional

Evaluasi
kegiatan,
selaras dengan
Visi

organisasi
yaitu
terwujudnya
penataan ruang
dan

pertanahan

yang

Evaluasi
kegiatan, selaras
dengan nilai
organisasi

yaitu Melayani,
dimana

sebagai bentuk
pertanggungjaw
aban dan hasil

dari kegiatan

yang
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4.3. Melapokan
hasil kegiatan
kepada
Mentor/Atasan

Adaptif:
Penulis akan
menggunakan
teknologi
informasi
dalam
membuat
rekapan
Loyal:
Penulis akan
menjaga
kerahasiaan
data dengan
tidak
membocorka
n data
kepada
siapapun dan
lewat media
apapun
yang
bertentangan
dengan
perundangun

dangan

terpercaya dan
berstandar
dunia,

serta misi
organisasi
yaitu
menyelenggara
kan

penataan ruang
dan
pengelolaan
pertanahan
yang

produktif,
berkelanjutan
dan

berkeadilan

dilakukan untuk
memberikan
peningkatan
pelayanan
pertanahan
kepada
masyarakat.

Profesional,
dimana
kegiatan
dilaksanakan
sesuai dengan
kewenangan
dan tugas yang
telah diberikan
dan
dilaksanakan
dengan

sebaik mungkin.

Terpercaya,
dimana
kegiatan dan
tahapan yang
dilakukan telah
sesuai

dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku serta

arahan dari




coach dan
mentor
sehingga dapat
dipertanggungja
wabkan
kebenarannya.
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Matriks Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai-nilai Ber-AKHLAK

Keg

atan

Nilai-nilai Dasar PNS Ke-l1 | Ke-2 | Ke-3 Ke-4 Jumlah

1 | Berorientasi Pelayanan - 1 3 -

2 | Akuntabel 2 1 1 1 5
3 | Kompeten 1 1 1 1 4
4 | Harmonis 3 2 2 2 9
5 | Loyal 1 1 1 1 4
6 | Adaptif 1 - 2 1 4
7 | Kolaboratif 2 3 1 1 7

Total 10 9 11 7 37
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RENCANA JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Kegiatan Minggu Ke | Minggu ke 11 Minggu Ke 11l | Minggu Ke IV

Mengumpulkan Buku
Tanah

Melakukan
inventarisasi dan
validasi buku tanah

Melakukan Scan dan
upload buku tanah
pada aplikasi KKP

Evaluasi Kegiatan
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BAB Il
LAPORAN AKTUALISASI
A. Role Model

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang fundamental dalam suatu organisasi
atau lembaga. Peran dari seorang leader adalah memimpin semua sumber daya manusia
yang ada dalam unit kerjanya, sehingga dapat dikatakan bahwa maju tidaknya suatu
organisasi terletak dari peran pemimpinnya. Selain itu, pemimpin juga dapat menjadi
role model bagi setiap jajarannya. Gerak-geriknya ditiru dan dapat menjadi inspirasi
bagi jajarannya. Setiap tokoh yang menjadi role model hendaknya memiliki Nilai-Nilai
Bela Negara, Nilai BerAKHLAK, serta terkait dengan kedudukan dan perannya dalam
mewujudkan smart governance dan hal-hal lain yang dipandang dapat menjadi teladan.
Yang dipilih penulis untuk menjadi role model adalah Bapak Herman Ignasius
Julisaisar S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kabupaten
Manggarai, beliau menjadi panutan dalam melakukan setiap pekerjaan di Kantor karena
beliau adalah orang yang friendly atau akrab dengan bawahan tetapi beliau memiliki
etos kerja dan integeritas yang tinggi, beliau juga mampu mengarahkan para staffnya
untuk memacu setiap kinerja dalam rangka mencapai setiap target dengan penuh

disiplin dan ketegasan.

B. Realisasi Aktualisasi
1. Realisasi Kegiatan

Sebagai upaya untuk mendukung reformasi birokrasi serta mewujudkan
cita-cita pemerintah untuk mendukung good govermence, maka Aparatur Sipil
Negara diharuskan memiliki serta mampu menerapkan nilai-nilai dasar
BerAKHLAK, Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Goverment.
Berikut Penulis uraikan realisasi kegiatan dan output kegiatan beserta
penerapan nilai-nilai dasar tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai

yang telah penulis laksanakan selama masa off class:

1. Mengumpulkan Buku Tanah Desa Bangka Jong

Melakukan pengecekan ulang terkait kesesuaian antara data fisik (buku
tanah) dengan data aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)
Kementerian ATR/BPN dalam hal untuk Desa Bangka Jong Kecamatan

Wae Ri’i dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
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1.1.Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait rencana
pengumpulan Buku Tanah vyang belum tervalidasi dan
terdigitalisasi dengan output sebagai berikut:

1.2.Meminta izin akses dokumen buku tanah kepada Kepala Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran, outputnya sebagai berikut:
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1.3.Melakukan pendataan buku tanah Desa Bangka Jong yang belum
dilakukan digitalisasi dan tervalidasi di KKP dengan output
sebagai berikut:

1.4.Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor/Atasan, yang telah
dilakukan pada minggu pertama Aktualisasi dengan output

sebagai berikut :
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2. Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait inventarisasi dan
validasi buku tanah
Tahapan Kegiatan yang dilakukan dalam realisasi aktualisasi minggu
kedua yaitu
2.1.Berkonsultasi dengan mentor terkait inventarisasi dan validasi
buku tanah di aplikasi kkp2;

2.2.Menyiapkan buku tanah Desa Bangka Jong jumlah 686 yang

belum tervalidasi dengan output sebagai berikut:

2.3.Mencocokan data fisik dengan data digital
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2.4.Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor/Atasan
Menemui mentor untuk melaporkan progres kegiatan yang
dilakukan dalam pelaksanaan aktualisasi minggu ke 2

3. Melakukan Scan dan Upload buku tanah pada aplikasi KKP
3.1.Melakukan Konsultasi dengan Mentor terkait rencana Scan dan
Upload Buku Tanah pada aplikasi Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan (KKP).
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Melakukan Scan Bukun Tanah

uku Tanah
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3.4.Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Mentor/Atasan.
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4. Melakukan Evaluasi Kegiatan
4.1.Membuat Rekapan Hasil Digitalisasi dan Validasi Buku Tanah
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4.2 .Menganalisis Kesesuaian Data rekapan dengan data di aplikasi
KKP
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4.3.Melaporkan Hasil Kegiatan pada Mentor/Atasan

2. Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda Il
1. Nilai-Nilai Dasar PNS

Selama masa habituasi Pelatihan Dasar CPNS di Kantor Pertanahan Kabupaten

Manggarai, penulis mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang telah dipelajari

sebelumnya dalam Agenda 2, yaitu Ber-AKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel,

kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) dalam setiap kegiatan aktualisasi yang

diuraikan sebagai berikut :

No | Kegiatan Tahapan Kegiatan | Output/Hasi | Keterkaitan Kontribusi Penguatan Nilai
| Substansi terhadap Visi- | Organisasi
Mata Misi
Pelatihan .
Organisasi
1 Mengumpulkan | 2.1. Melakukan Laporan Harmonis: terwujudnya Profesional:
Buku Tanah konsultasi berkomunika Bekerja  sama
telaah penataan ruang
Desa  Bangka dengan Mentor Si dan dengan mentor
Jong terkait rencana | PUKU  tanah | peryongyitasi | dan guna
pengumpulan | Desa bersama pengelolaan menuntaskan
Buku  Tanah | Bangka tugas  dengan
mentor/atasan
yang  belum | JON9 cermat  serta
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tervalidasi dan menggunakan | pertanahan mengembangka
terdigitalisasi bahasa yang n diri  untuk
peningkatan

yang santun | terpercaya dan
kompetensi dan

dan sikap berstandar pendidikan
2.2. Meminta izin yang dunia,
akses dokumen profesional serta misi
buku tanah Kolaboratif: organisasi

k Kepal ; i
epada Kepala Penulis akan | yaitu

Seksi Penetapan

: I
Hak dan bekerjasama menyelenggara

kan penataan

Pendaftaran; dengan

ruang dan

atasan dalam | hengelolagan

hal pertanahan

perencanaan | Yang produktif,

2.3. Melakukan berkelanjutan

pendataan buku pengumpulan

} A dan
Buku Tana
tanah yang berkeadilan
belum yang belum
dilakukan tervalidasi
dan

digitalisasi dan

tervalidasi  di terdigitalisasi

KKP Akuntabel:
Penulis akan
bertanggungj

2.4. Melaporkan awab

hasil  kegiatan menjaga

kepada kerahasiaan

Mentor/Atasan.
hak akses atas
dokumen
buku tanah
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Adaptif:
Penulis akan

menggunakan

sistem

informasi

(aplikasi

KKP) untuk

mendata

Buku Tanah

yang belum

dilakukan

digitalisasi

dan validasi

Melakukan

inventarisasi dan

validasi

tanah

buku

2.1. Melakukan
konsultasi dengan
Mentor terkait
inventarisasi  dan

validasi buku tanah

2.2.
buku

diperlukan

Menyiapkan
tanah yang

Buku Tanah
yang akan di

Scan

Kompeten:

Kemampuan
untuk
menginventri
sasi data buku

tanah

Berorientasi
Pelayanan:
Mencocokka
n data di
KKP dengan
buku
merupakan
bentuk

tanah

dari

Kegiatan

inventarisasi

dan
pengarsipan
warkah selaras
dengan visi

organisasi

yaitu
terwujudnya
penataan ruang

dan

pengelolaan

Profesional:

Bekerja cerdas
dan tuntas dalam
setiap tugas dan

tanggung jawab.

Terpercaya:
Patuh

dan taat kepada
peraturan yang

telah ditetapkan
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2.3. Mencocokan pelayanan pertanahan
data fisik dengan untuk yang
data digital memenuhi
terpercaya dan
kebutuhan
berstandar
Loyal: .
oya dunia,
Penulis ak .
2.4.  Melaporkan enu- 15 aKan serta misi
hasil kegiatan menjaga -
organisasi
kepada Buku tanah .
yaitu
Mentor/Atasan Dengan tidak
menyelenggara
membocorka
kan
n
penataan ruang
data kepada
siapapun dan
pengelolaan
dan lewat
media pertanahan
yang
apapun yang
produktif,
bertentangan
dengan berkelanjutan
dan
peraturan
perundangun berkeadilan
dangan
Melakukan Scan | 3.1. Melakukan | Laporan Kolaboratif: | Dengan kegiatan
d load buku | konsultasi d . tervalidasi
an Upfoad bkl konsuftast —dengan digitalisasi | Penulis akan ervafidasinya Scan dan
tanah pada | Mentor terkait buku tanah
aplikasi KKP rencana Scan dan | Buku Tanah | bekerjasama | perart upload  buku
upload buku tanah | pertanahan dengan Menyelenggara | tanah,
pada aplikasi Kantor atasan dalam | Kan pelayanan | se|aras dengan
komputerisasi hal pertanahan dan
nilai organisasi
Pertanahan penata  ruang
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kegiatan
pertanahan(KKP)

3.2. Melakukan

Scan buku tanah

Kabupaten

Manggarai

perencanaan

pemindaian

dan upload
buku tanah

pada aplikasi
KKP

Berorientasi
Pelayanan:

Penulis akan

memindai
Buku tanah

agar tercipta

kualitas

data
pertanahan

demi

memberikan

pelayanan
prima kepada
masyarakat
Adaptif:
Penulis akan
menggunakan

teknologi

informasi

yang
berstandar

dunia

yaitu Melayani,
dimana scan

dan upload
buku tanah guna
meningkatkan
kualitas data

pertanahan

untuk
memberikan
pelayanan prima
kepada
masyarakat
Profesional,
dimana kegiatan
dilaksanakan

sesuai  dengan

kewenangan dan
tugas yang telah
diberikan dan
dilaksanakan
dengan sebaik
mungkin.
Terpercaya,

dimana dengan
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3.3. Melakukan

validasi buku

(alat scan,

handphone
dan perangkat

computer)

untuk

melakukan

pemindaian

buku tanah

Adaptif:
Penulis akan

menggunakan

dan

memanfaatka

n fasilitas

aplikasi KKP

untuk

digitalisasi

buku tanah

Harmonis:

Penulis akan

melaporkan

dilakukannya
digitalisasi dan

validasi buku

tanah

berarti kualitas

data pertanahan
meningkat dan

terintegras

nasional

sehingga
dapat dipercaya

sebagai

organisasi
pelayanan

pertanahan.
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hasil kegiatan

k
3.4.  Melaporkan epada
hasil kegiatan mentor/atasan
kepada
P menggunakan
Mentor/Atasan
Bahasa yang
santun  dan
sikap  yang
profesional
Evaluasi 4.1 Membuat kuntabel: Evaluasi Evaluasi
Kegiatan rekapan hasil . kegiatan kegiatan, selar
egiata p Penulis akan egiatan, egiatan, selaras
digitalisasi dan -
g merekap selaras dengan | dengan nilai
validasi buku tanah . .
: visi organisasi
hasil
digitalisasi organisasi yaitu Melayani,
dan yaitu dimana
4.2. Menganalisis validasi buku | terwujudnya sebagai bentuk

kesesuaian data

rekapan dengan
data di aplikasi
KKP

4.3. Melapokan

hasil kegiatan
kepada
Mentor/Atasan

tanah secara

bertanggungj

awab dan
professional
Adaptif:
Penulis akan

menggunakan

teknologi

informasi

dalam

membuat

rekapan

penataan ruang

dan

pertanahan

yang
terpercaya dan

berstandar

dunia,

serta misi

organisasi
yaitu

menyelenggara

kan

pertanggungjaw
aban dan hasil

dari  kegiatan
yang

dilakukan untuk

memberikan

peningkatan

pelayanan

pertanahan

kepada

masyarakat.
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Loyal:

Penulis akan

menjaga

kerahasiaan

data dengan

tidak
membocorka

n data

kepada

siapapun dan

lewat media

apapun

yang
bertentangan

dengan
perundangun

dangan

penataan ruang

dan
pengelolaan

pertanahan
yang
produktif,

berkelanjutan

dan

berkeadilan

Profesional,

dimana

kegiatan

dilaksanakan

sesuai  dengan

kewenangan

dan tugas yang
telah diberikan

dan

dilaksanakan

dengan

sebaik mungkin.

Terpercaya,

dimana

kegiatan dan

tahapan yang

dilakukan telah

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku serta
arahan dari
coach dan
mentor
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sehingga dapat

dipertanggungja
wabkan

kebenarannya.

2. Realisasi dan Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi
Pengajuan rancangan kegiatan peningkatan efisiensi pelaksanaan PTP
mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian ATR/ BPN dalam
menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif,
berkelanjutan, dan berkeadilan serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan

penataan ruang yang berstandar dunia.

3. Kontribusi ternadap Nilai-Nilai Kementerian ATR/BPN
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerbitkan

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 1115/SK-OT.02/V/2020 Tentang Nilai-Nilai Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk dipedomani semua satker.

Dalam keputusan Menteri tersebut, menetapkan nilai-nilai Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionan sebagai berikut :

a. Melayani, yaitu melayani dengan kejelasan prosedur, biaya dan ketepatan waktu.
Bersikap sopan, ramah, cermat dan teliti serta peduli terhadap lingkungan
pelayanan.

b. Profesional, yaitu bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas dan memberikan nilai
tambah. Senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi dan
pendidikan.

c. Terpercaya, yaitu bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan,
menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Patuh dan taat kepada

peraturan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi ini terkait dengan nilai-nilai dasar

kementerian adalah untuk mengoptimalkan penyiapan data digital untuk mendukung
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pelayanan sehingga pelayanan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai dapat sepenuhnya menerapkan nilai-nilai budaya kerja Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimaksud. Pelaksanaan kegiatan tersebut
adalah dengan melalui perbaikan kualitas data dan digitalisasi dokumen Buku Tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai. Budaya kerja yang sifatnya
menggunakan data analog harus dikonversi kearah data digital. Ini membutuhkan
perubahan fundamental yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai

dimana selama ini telah terbiasa bekerja dengan data manual/analog.

3. Manfaat Aktualisasi
Manfaat dari terlaksananya kegiatan aktualisasi mengenai proses digitalisasi data
adalah sebagai berikut sebagai berikut :
a. Manfaat bagi lembaga :

1) Tumbuhnya kesadaran, motivasi, dan budaya kerja bagi pegawai pertanahan
terhadap pentingnya data digital untuk mendukung layanan elektronik;

2) Budaya kerja yang cenderung berorientasi pada proyek mulai ditinggalkan;

3) Meningkatnya data siap elektronik.

b. Manfaat bagi masyarakat :

1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan
disebabkan adanya kepastian waktu dan kualitas produk layanan yang
semakin baik;

2) Tersedianya data pertanahan yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja;

3) Akan sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap obyektivitas,
akuntabilitas dan transparansi Kinerja pemerintahan di sektor pelayanan

pertanahan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Aktualisasi
Saat melakukan realisasi aktualisasi penulis memiliki beberapa faktor pendukung yang
membuat aktualisasi berjalan dengan lancar serta faktor penghambat yang menyebabkan
aktualisasi belum bisa berjalan lancar. Berikut beberapa faktor pendukung dan faktor
penghambat dalam melaksanakan realisasi aktualisasi :

a. Faktor Pendukung

64



1) Kegiatan aktualisasi ini mendapat dukungan penuh dari atasan bahkan teman-
teman yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yang rela
memberikan bantuan berupa informasi-informasi penting tentang bagaimana
cara bekerja yang baik dan benar.

2) Lingkungan tempat bekerja yang kondusif sehingga penulis bisa mencapai
target dalam aktualisasi ini.

b. Faktor Penghambat
1) Terbatasnya jumlah scanner dan computer
2) Jaringan internet yang kurang baik

5. Tindak Lanjut

a. Kegiatan Jangka Pendek untuk Keberlanjutan Aktualisasi dengan output berupa :

1) Penataan ruang penyimpanan data pertanahan berupa buku tanah, sehingga
mudah untuk diakses;

2) Tersedianya data pertanahan yang telah discan dalam bentuk digital, yang
mencakup: buku tanah.

b. Kegiatan Jangka Menengah Adapun Kegiatan Jangka Menengah, yaitu berupa :

1) Melakukan penyimpanan data pertanahan pada satu ruangan khusus;

2) Melakukan kegiatan validasi Buku Tanah secara berkesinambungan;

3) Melakukan kegiatan scan upload warkah buku tanah warkah secara
berkesinambungan.

c. Kegiatan Jangka Panjang Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
jangka panjang akan selalu berkoordinasi dengan Kanwil ATR/BPN Provinsi Nusa
Tenggara Timur bahkan Kementerian ATR/BPN yang meliputi :

1) Semua data pertanahan berupa buku tanah telah disimpan dalam bentuk digital.

2) Semua pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai
berbasis digital.

3) Tersedianya informasi pertanahan yang akurat kepada masyarakat, dan semua

pemangku kepentingan.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab di atas, dalam aktualisasi ini diperoleh beberapa hasil

sebagai berikut :

1. menumbuhkan kesadaran, motivasi, komitmen dan budaya kerja bagi pegawai
pertanahan terhadap pentingnya data digital untuk mendukung layanan elektronik.

2. Pentingnya Data digital dalam menunjang pelayanan elektronik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Manggarai.

3. Percepatan Pelayanan Elektronik Pertanahan.

B. REKOMENDASI

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja penyiapan

data digital adalah sebagai berikut :

1. Perlu penganggaran dari Kementerian ATR/BPN dalam peningkatan kualitas data
pertanahan.

2. Perlu dibuat pelatihan dan honor khusus bagi pengelola data digital pertanahan.

3. Perlu dipertimbangkan untuk kantor pertanahan yang jaringan internetnya sangat
terbatas agar menjadi perhatian dari Kementerian ATR/BPN.

4. Keberlanjutan aktualisasi ini baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang

menjadi suatu kewajiban.
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